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Abstrak

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi [lmu Hukum

Skripsi 2026
A. Nama : Azizal Mustakim
B. NPM 213300416071
C.  Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Abolisi Atas

Putusan Tindak Pidana Korupsi Impor Gula
Thomas Trikasih Lembong (Putusan Nomor
34/Pid.Sus TPK/2025/PN.Jkst.Pst.)

D.  Jumlah Halaman

E.  Isi Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan prosedur
pemberian abolisi oleh Presiden terhadap terpidana tindak pidana korupsi, serta
implikasi yuridis pemberian abolisi dalam perkara Thomas Trikasih Lembong
berdasarkan ~ Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst.  Penelitian
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara konstitusional Presiden berwenang memberikan abolisi
berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dengan mempertimbangkan DPR.
Namun, penerapan abolisi terhadap terpidana korupsi menimbulkan persoalan
yuridis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum, asas
persamaan di hadapan hukum (equality before the law), independensi kekuasaan
kehakiman, serta tujuan pemidanaan sebagai efek jera. Mengingat korupsi
merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kebijakan abolisi berisiko
melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menurunkan kepercayaan publik
terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun abolisi
merupakan hak prerogatif Presiden yang sah secara konstitusional, penggunaannya
harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan akuntabel agar tetap sejalan
dengan supremasi hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci : Abolisi, Hak Prerogatif Presiden, Korupsi, Negara Hukum.
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ABOLITION OF THE VERDICT ON THE
CRIMINAL ACT OF SUGAR IMPORT
CORRUPTION BY THOMAS TRIKASIH
LEMBONG

D. Number Of Page

E. Abstract

This study aims to analyse the legal basis and procedures for granting
abolition by the President to persons convicted of corruption, as well as the legal
implications of granting abolition in the case of Thomas Trikasih Lembong based
on Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.JktPst. The research uses a
normative legal method with a legislative, conceptual, and case approach, and is
analysed descriptively and qualitatively. The results of the study show that
constitutionally, the President has the authority to grant abolition based on Article
14 paragraph (2) of the 1945 Constitution with-consideration from the House of
Representatives. However, the application of abolition to convicted corruptors
raises legal issues because it has the potential to conflict with the principles of the
rule of law, the principle of equality before the law, the independence of the
judiciary, and the purpose of punishment as a deterrent. Given that corruption is an
extraordinary crime, the abolition policy risks weakening efforts to eradicate
corruption and undermining public confidence in the judicial system. This study
concludes that although abolition is a constitutionally valid prerogative of the
President, its use must be carried out carefully, proportionally, and accountably in
order to remain in line with the rule of law and substantive justice.

Keywords : Abolition, Presidential Prerogative, Corruption, Rule of Law.
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